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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Hal yang ingin dicapai Oleh Negara Republik Indonesia sebagai Bangsa 

yang besar dan bermartabat adalah dengan mewujudkan apa yang termaktub 

didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, hal ini memberikan pengertian bahwa seluruh tumpah darah Indonesia 

berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang, tak 

terkecuali salah satunya adalah di bidang ekonomi, dimana tidak ada perbedaan 

strata antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di dalam 

menciptakan atau melahirkan produk kreatifnya, sebagai usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat, baik itu bersifat kelompok maupun pribadi. Untuk mendapatkan 

hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil, maka Pemerintah perlu 

memperhatikan hak-hak dari mereka yang telah memiliki atau melahirkan suatu 

Produk Kreatif. Olehnya untuk mencapai keadilan substantif serta menutup 

kesenjangan antar kelompok usaha, dapat saja untuk sementara waktu dibuka 

kemungkinan penerapan kebijakan affirmatif atau perlakuan berbeda dengan 

memberikan keistimewaan tertentu kepada perorangan, gender, atau kelompok 

profesi tertentu, dimana hal ini secara konstitusional mendapatkan pembenaran 

melalui rumusan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi adalah ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 
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perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan hak dan keadilan”. Dalam konteks usaha melahirkan Produk 

Ekonomi Kreatif demi menumbuhkembangkan iklim usaha, maka perlu  

kebijakan affirmatif dari Pemerintah sebagai bagian dari usaha yang ikut 

mengimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

peran lembaga Usaha dalam melahirkan produk ekonomi kreatif. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan iklim 

ekonomi maka segala usaha perlu dengan menetapkan peraturan perundang-

undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual bagi Produk Ekonomi Kreatif, baik dalam hal kebijakan yang terdiri 

dari beberapa segi antara lain sebagai berikut : 

a.  Permodalan 

b.  Infrastruktur 

c.  Berita usaha  

d.  Kolaborasi  

e.  Pengesahan usaha  

f.  Peluang usaha  

g.  Publisitas dagang  

h.  Support kelembagaan.  

Selain itu baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini 

juga diberi mandat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun  2008 Tentang Usaha 
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Mikro Kecil dan Menengah agar dapat memberi atau menfasilitasi pengembangan 

usaha dalam bidang Produk Ekonomi Kreatif seperti :  

a.  Produksi dan pengolahan 

b.  Pemasaran 

c.  Sumber daya manusia 

d.  Desain dan teknologi 

Sebagai bagian dari usaha untuk menumbuh kembangkan iklim usaha dan 

fasilitasi pengembangan usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di 

tentukan untuk memfasilitasi pemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual, bukan 

hanya pada sebuah produk baru, tetapi juga pada lahirnya sebuah produk Kreatif 

sebagai desain yang diciptakan oleh Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dalam 

bentuk kegiatan usaha untuk menumbuh kembangkan di dalam negeri serta 

mendorong Usaha tersebut dalam memperoleh Sertifikat Hak Atas Kekayaan 

Intelektual.  

Sebagai bagian yang perlu diketahui adalah bahwa Perlindungan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual memiliki arti penting bagi dunia usaha. Kekayaan 

Intelektual merupakan sebuah peradaban atas kunci persaingan serta 

pengembangan sebuah usaha. Pemahaman akan Hak Kekayaan Intelektual tidak 

hanya berguna untuk memberikan sebuah perlindungan dalam dunia bisnis, tetapi 

juga perlu memeberikan pengawasan dalam menjaga agar suatu usaha tidak 

melanggar hukum dengan melahirkan adanya akibat melanggar Hak Kekayaan 

Intelektual lainnya.  
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Usaha yang dilaksanakan oleh pelaku Produk Ekonomi Kreatif Nasional 

yang juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan 

perekonomian, hal ini dikarenakan kegiatan usahanya akan mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat. Maka sudah sepatutnya Usaha Produk Ekonomi Kreatif perlu 

diberikan kesempatan yang sama dan bahkan harus diberikan hak istimewa yang 

secara khusus di bidang kekayaan intelektual dan hak cipta.  

Produk Ekonomi Kreatif adalah bagian dari deretan aktifitas  perekonomian 

yang lahir dari suatu ide atau bakat yang dimiliki oleh individual dalam membuat 

suatu produk yang memiliki nilai ekonomi, cipta, rasa dan karya untuk 

menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan 

lapangan pekerjaan sehinggah dapat mensejahterakan masyarakat atau kelompok 

yang ada. 

Ekonomi kreatif berbeda ciri khasnya dengan industri yang lain, hal ini 

disebabkan karena Ekonomi Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri 

dari berbagai macam industri yang didalamnya saling mempunyai hubungan 

untuk mewujudkan suatu ide atau gagasan agar menjadi suatu produk yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sehingga hal tersebut dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 

suatu Negara terlebih khusus di Indonesia. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan memproduksi, menukar dan 

menggunakan hasil produk dari ekonomi kreatif itu sendiri. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu dari latar belakang yang ada maka peneliti akan merumuskan dan 

mempersempit penelitian sehingga dapat tergambarkan dengan jelas atas apa yang 

ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimana Ketentuan Mengatur tentang Ekonomi Kreatif sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual  ? 

2. Bagaimana Pemberian Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

terhadap Produk Ekonomi Kreatif  ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa 

tujuan sebagai berikut :  

a.  Untuk mengetahui  Ketentuan Mengatur Mengenai Perlindungan Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual  

b.  Untuk mengetahui Pemberian Perlindungan Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif  

 

D. Manfaat  Penelitian 

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya 

manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Olehnya 

manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut  :  

a.  Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata yang menyangkut 

khusus masalah Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.  
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b. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah agar dapat memberikan 

Perlindungan terhadap Produk Ekonomi Kreatif  bagi masyarakat.  

c. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan dalam mencapai 

gelar kesarjanaan. 

d. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan 

pengetahuan Tentang Perlindungan Hukum bagi Produk Ekonomi Kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


